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BAB I
PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik telah membawa perubahan signifikan terhadap pola dan bentuk tindak pidana, termasuk perjudian. Perjudian yang dahulu dilakukan secara konvensional kini berkembang menggunakan mesin elektronik yang memanfaatkan sistem digital dan perangkat lunak tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi agar tetap efektif dalam menegakkan keadilan.
 Perjudian elektronik menjadi bentuk kejahatan modern yang memiliki karakteristik berbeda dari perjudian tradisional, terutama karena melibatkan sistem elektronik sebagai sarana utama. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam pengoperasian perjudian elektronik.

Perjudian secara hukum merupakan perbuatan yang dilarang dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan mengenai perjudian diatur secara tegas dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menjerat pemain atau penyelenggara perjudian, tetapi juga pihak lain yang memberikan fasilitas atau kesempatan untuk berlangsungnya perjudian tersebut. Perbuatan memberikan sarana perjudian termasuk dalam kategori perbuatan aktif yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Penegasan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki ruang lingkup yang luas dalam menjerat semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dengan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Prinsip geen straf zonder schuld atau tidak ada pidana tanpa kesalahan menjadi dasar utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Kesalahan menjadi unsur penting yang harus dibuktikan dalam setiap perkara pidana. Tanpa adanya kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada seseorang.

Operator mesin perjudian elektronik merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam berlangsungnya tindak pidana perjudian elektronik. Operator bertugas menjaga mesin, mengatur jalannya permainan, serta melakukan transaksi penukaran uang dengan chip atau kredit permainan. Peran ini menunjukkan bahwa operator memiliki kontribusi nyata dalam terlaksananya aktivitas perjudian. Keterlibatan operator dalam sistem perjudian elektronik tidak dapat dipandang sebagai peran pasif, melainkan sebagai bagian dari mekanisme operasional perjudian itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana operator dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kasus perjudian mesin elektronik yang terjadi di wilayah hukum Polres Langkat menunjukkan adanya praktik perjudian yang melibatkan operator sebagai penjaga mesin perjudian jenis ikan-ikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diketahui berperan sebagai operator yang menjaga mesin, menerima uang dari pemain, serta menyediakan chip untuk permainan perjudian. Fakta ini menunjukkan bahwa operator tidak hanya berada di lokasi perjudian, tetapi juga secara aktif menjalankan fungsi operasional perjudian tersebut. Keberadaan operator menjadi faktor penting dalam memastikan berlangsungnya aktivitas perjudian elektronik. Peran aktif tersebut menunjukkan adanya keterlibatan langsung operator dalam tindak pidana perjudian.
 
Operator dalam kasus tersebut diketahui menerima upah harian sebesar Rp. 170.000 sebagai imbalan atas tugasnya menjaga mesin perjudian dan melayani pemain. Fakta ini menunjukkan bahwa operator memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas perjudian tersebut. Penerimaan imbalan menjadi indikator bahwa operator memiliki hubungan kerja atau keterikatan dengan sistem perjudian yang dijalankan. Kondisi ini memperkuat unsur kesengajaan dalam tindak pidana perjudian. Unsur kesengajaan merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.
 
Operator juga diketahui melakukan penukaran uang dengan chip yang digunakan pemain untuk menjalankan mesin perjudian elektronik. Aktivitas ini menunjukkan bahwa operator berperan sebagai penghubung antara pemain dan sistem perjudian. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat operasional yang memungkinkan perjudian berlangsung. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut memenuhi unsur objektif dalam tindak pidana perjudian.
 
Pertanggungjawaban pidana operator dalam perjudian elektronik juga berkaitan dengan konsep penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana. Penyertaan mengacu pada keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pembantu, maupun pihak yang turut serta. Operator yang menjalankan fungsi operasional perjudian dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan operator dengan terjadinya tindak pidana perjudian. Hal ini memperkuat dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana operator.

Ketentuan hukum terkait perjudian juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Undang-undang ini menunjukkan komitmen negara dalam memberantas perjudian sebagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Penegasan ini menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan ketertiban umum. Perjudian dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak moral dan stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam perjudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Aspek kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana operator dapat dilihat dari adanya kesadaran bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Operator dalam kasus tersebut mengakui bahwa dirinya mengetahui perjudian merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Pengakuan ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatannya. Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling serius dalam hukum pidana. Unsur ini menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana operator.
 
Perjudian elektronik juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2), yang melarang setiap orang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengantisipasi perkembangan perjudian berbasis elektronik. Perjudian elektronik menjadi bentuk kejahatan yang diatur tidak hanya dalam KUHP, tetapi juga dalam undang-undang khusus. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian elektronik merupakan bentuk kejahatan yang serius. Penegakan hukum terhadap perjudian elektronik menjadi semakin penting dalam era digital.

Pertanggungjawaban pidana operator juga berkaitan dengan hubungan antara pelaku utama dan pelaku pembantu dalam tindak pidana. Operator yang menjalankan mesin perjudian dapat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana. Keterlibatan operator menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang memungkinkan perjudian terjadi. Tanpa adanya operator, aktivitas perjudian tidak dapat berlangsung secara efektif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran operator dalam struktur perjudian elektronik. Hal ini memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana operator.

Aspek kemampuan bertanggung jawab juga menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana operator. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi mental dan kesadaran pelaku saat melakukan tindak pidana. Operator dalam kasus tersebut diketahui dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta sadar atas perbuatannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa operator memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian, operator dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.
 
Penegakan hukum terhadap operator perjudian elektronik juga memiliki tujuan preventif dan represif. Tujuan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di masa depan. Tujuan represif bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku agar menimbulkan efek jera. Penegakan hukum yang efektif dapat membantu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum terhadap operator perjudian elektronik menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan perjudian. Hal ini menunjukkan pentingnya konstruksi pertanggungjawaban pidana operator.

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana operator perjudian elektronik menjadi penting untuk dikaji secara mendalam karena adanya perbedaan peran antara operator dan pemilik mesin perjudian. Operator sering kali berperan sebagai pihak yang menjalankan sistem perjudian tanpa menjadi pemilik utama. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana operator dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbedaan peran ini memerlukan analisis hukum yang komprehensif. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum.

Penelitian mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana operator perjudian elektronik menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum operator dalam tindak pidana perjudian elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang pertanggungjawaban pidana. Kajian ini juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian elektronik secara efektif. Kepastian hukum menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “Pertanggungjawaban Pidana Operator dalam Tindak Pidana Perjudian Mesin Elektronik (Studi Kasus di Polres Langkat)“
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana operator dalam tindak pidana perjudian mesin elektronik menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Laporan Polisi  Nomor : LP / A /  05  / V / 2025 / SPKT / POLRES LANGKAT / POLDA SUMATERA UTARA?
2. Apakah peran operator mesin perjudian elektronik dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, turut serta (medepleger), atau pembantu (medeplichtige) dalam tindak pidana perjudian?
3. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap operator perjudian mesin elektronik dalam praktik penegakan hukum di Polres Langkat?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana operator dalam tindak pidana perjudian mesin elektronik menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengkaji peran operator mesin perjudian elektronik dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, turut serta (medepleger), atau pembantu (medeplichtige) dalam tindak pidana perjudian.

3. Mengidentifikasi serta menilai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap operator perjudian mesin elektronik dalam praktik penegakan hukum di Polres Langkat.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam tindak pidana perjudian mesin elektronik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pustaka dan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana operator sebagai pihak yang menjalankan dan mengoperasikan sarana perjudian elektronik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Langkat, dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum pidana secara tepat terhadap operator perjudian elektronik, sehingga dapat mendukung efektivitas penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perjudian mesin elektronik.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Langkat, Kejaksaan, dan Hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam memahami dan menerapkan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap operator dalam tindak pidana perjudian mesin elektronik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan agar penegakan hukum terhadap pelaku perjudian elektronik dapat dilakukan secara tepat, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum administrasi negara serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al washliyah Medan.
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